PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KARAWANG,

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka
Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Karawang perlu disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 - 2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2014 Nomor 7);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun
2014 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :



1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a diubah sehingga
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

(2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk
BKPRD.

(3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 4 disisipkan (1) satu ayat yaitu ayat (2a),
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
mempunyai tugas :

a. Perencanaan tata ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan dan merumuskan
penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;

2. memaduserasikan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana
Tata Ruang Kabupaten serta mempertimbangkan
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ( KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan
mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang
Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau /
Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten yang berbatasan;

4. mensinergikan penyusunan Rencana Tata Ruang
Kabupaten dengan Provinsi dan antar kabupaten
yang berbatasan,;

5. mengkoordinasikan  pelaksanaan  konsultasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana
tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi
dan BKPRN;



mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi
Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi;

mengkoordinasikan proses penetapan Rencana
Tata Ruang Kabupaten;

mengoptimalkan peran masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi :

1.

mengkoordinasikan penanganan dan
penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan
ruang kabupaten, dan memberikan rekomendasi
guna memberikan pengarahan serta saran
pemecahannya;

memberikan rekomendasi guna memecahkan
masalah dalam pemanfaatan ruang kabupaten;

memberikan informasi dan akses kepada
pengguna ruang terkait rencana tata ruang
kabupaten;

menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk
layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan
masyarakat;

melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama
penataan ruang antar kebupaten;

mengoptimalkan peran masyarakat dalam
pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ;

1.

mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi
sistem kabupaten;

memberikan rekomendasi perizinan
pemanfaatan ruang kabupaten;

melakukan identifikasi dalam pelaksanaan
insentif dan disintensif dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi
dan dengan kabupaten terkait;

melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
penataan ruang;

melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang ;

mengoptimalkan peran masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.



(2)

(22)

(3)

BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan
rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan bidang
Penataan Ruang dan/atau Standar Operasional
Prosedure yang ditetapkan oleh Ketua BKPRD.

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan
laporan pelaskanaan tugas BKPRD dan rekomendasi
secara berkala kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya
menjadi berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 huruf a, mempunyai susunan
keanggotaan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka
pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;

b. melakukan fasilitas penyusunan rencana tata ruang
dengan mempertimbangkan instrumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

c. melakukan fasilitas penyusunan program dan
pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata
ruang;

d. melakukan fasilitas pengintegrasian program
pembangunan yang tertuang dalam rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan jangka
panjang dan menengah;

e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh
persetujuan substansi teknis rencana tata ruang
kabupaten;

f. menginventarisasikan dan mengkaji permasalahan
dalam perencanaan serta memberikan
pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno
BKPRD.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.



4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya
menjadi berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan
yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata

Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b,

mempunyai tugas :

a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam
rangka perumusan kebijakan pengendalian dan
pemanfaatan tata ruang kabupaten;

b. melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan
terhadap penegakan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang;

c. melakukan fasilitas pelaksanaan evaluasi terhadap
penegakan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang;

d. melakukan fasilitas pelaksanaan pelaporan
terhadap penegakan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang;

e. melakukan fasilitas pelaksanaan perizinan
pemanfaatan ruang;

f. melakukan  fasilitas pelaksanaan  penertiban
pemanfaatan ruang;

g. menginventarisir dan mengkaji permasalahan dalam
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta memberikan alternatif pemecahannya untuk
dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata
Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Ketua BKPRD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

tttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 27 Agustus 2015

Pit. BUPATI KARAWANG,

tttd

CELLICA NURRACHADIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR: 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
KIKI SAUBARI

Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003




